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Abstract 

 

This paper aims to develop the literature on public administration with a focus on 

decentralization and local governance. The research method used is the development of 

literature related to this topic. This study aims to analyze and broaden understanding of 

decentralization and local governance and the challenges associated with their implementation 

in the context of public administration. To achieve this goal, we conducted a literature review 

which involved tracing relevant sources in the study of decentralization and local governance 

in the field of state administration. 
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Abstrak 

 

Penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan literatur dalam bidang administrasi negara 

dengan fokus pada desentralisasi dan pemerintahan lokal. Metode penelitian yang digunakan 

adalah pengembangan literatur yang terkait dengan topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan memperluas pemahaman tentang desentralisasi dan pemerintahan lokal serta 

tantangan yang terkait dengan implementasinya dalam konteks administrasi negara. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, kami melakukan tinjauan literatur yang melibatkan penelusuran 

sumber-sumber yang relevan dalam kajian desentralisasi dan pemerintahan lokal di bidang 

administrasi negara. 

 

Kata Kunci: Administrasi Negara, Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal 

 

PENDAHULUAN 
 

Dalam perkembangan tarap 

kehidupan manusia yang semakin maju, 

kebutuhan manusia juga semakin 

meningkat. Untuk menciptakan kehidupan 

yang harmonis, diperlukan sarana yang 

dapat mengatur dan mengendalikan. 

Manusia tidak dapat hidup mandiri dalam 

menghadapi kehidupan yang kompleks ini. 

Mereka perlu berkomunikasi dan 

berhubungan dengan orang lain. Hidup 

manusia saling tergantung satu sama lain 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Oleh karena itu, kerjasama menjadi penting 

dalam menghadapi berbagai persoalan 

sehari-hari. Kemampuan untuk bekerja 

sama menjadi kunci dalam hal ini, dan hal 

ini akan terus berlangsung sepanjang masa 

selama masyarakat masih ada. 

Ketergantungan antar manusia 

mendorong pentingnya kolaborasi dalam 

masyarakat. Dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, individu-individu perlu saling 
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bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Kerjasama ini melibatkan 

berbagai aspek, seperti sharing 

pengetahuan, mengatasi konflik, berbagi 

sumber daya, dan bekerja secara tim. Tanpa 

kemampuan bekerja sama, akan sulit bagi 

manusia untuk mencapai kesuksesan dan 

membangun masyarakat yang harmonis. 

Selain itu, kerjasama juga berperan 

dalam membangun hubungan sosial yang 

sehat. Melalui kolaborasi, manusia dapat 

membangun rasa saling percaya, empati, 

dan solidaritas. Ini menciptakan ikatan 

yang kuat antarindividu dan memperkuat 

jalinan sosial di masyarakat. Dalam konteks 

ini, kemampuan untuk bekerja sama 

menjadi kualitas penting yang harus 

dikembangkan oleh setiap individu. 

Dalam perkembangan masyarakat, 

kemampuan untuk bekerja sama tidak 

hanya berguna dalam lingkup personal, 

tetapi juga penting dalam konteks 

organisasi dan pemerintahan. Organisasi 

dan pemerintah yang efektif membutuhkan 

kerjasama yang baik antara individu-

individu di dalamnya. Hanya melalui 

kolaborasi yang baik, tujuan bersama dapat 

dicapai dan keberlanjutan organisasi atau 

pemerintahan dapat terjamin   

Upaya pembangunan administrasi 

negara merupakan suatu proses 

penyempurnaan sistem dan proses dalam 

penyelenggaraan kebijakan negara. Tujuan 

utamanya adalah meningkatkan kapasitas 

administrasi negara agar dapat mendukung 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 

negara. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, dilakukan pengkajian dan 

penelitian untuk mengembangkan ilmu 

administrasi negara sesuai dengan 

perkembangan lingkungan strategis dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Perubahan kebijakan negara yang 

terdapat dalam berbagai bentuk dan 

tingkatan peraturan perundangan memiliki 

implikasi pada sistem administrasi negara 

di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan 

tersebut perlu terus dipantau dan 

didokumentasikan secara sistematis dan 

terintegrasi dalam sebuah dokumen 

kebijakan. Dokumen kebijakan ini akan 

menjadi acuan bagi Penyelenggara Negara, 

baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang 

bertugas dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan Sistem Administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam konteks pembangunan 

administrasi negara, penting untuk menjaga 

konsistensi antara kebijakan yang dibuat 

dengan perkembangan lingkungan strategis 

dan nilai-nilai yang berlaku. Pengkajian 

dan penelitian terus dilakukan guna 

memastikan bahwa sistem administrasi 

negara tetap relevan dan efektif dalam 

menghadapi tantangan yang muncul. Selain 

itu, adanya dokumentasi yang sistematis 

juga mempermudah akses dan pemahaman 

terhadap kebijakan yang telah dibuat, 

sehingga penyelenggara negara dapat 

melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. 

Dalam era yang terus berubah, 

penting untuk mengadopsi pendekatan 

adaptif dalam pembangunan administrasi 

negara. Administrasi negara harus mampu 

beradaptasi dengan perubahan kebijakan 

dan tuntutan masyarakat. Selain itu, 

kerjasama antara pemerintah pusat dan 

daerah juga menjadi faktor penting dalam 

pengembangan sistem administrasi negara 

yang efektif dan efisien. 

Secara keseluruhan, upaya 

pembangunan administrasi negara 

memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kapasitas administrasi negara dan 

mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan. Melalui pengkajian, 

penelitian, dan dokumentasi yang 

sistematis, sistem administrasi negara dapat 

beradaptasi dengan perubahan kebijakan 

dan menghadapi tantangan yang muncul. 

Kerjasama antara pemerintah pusat dan 

daerah juga penting dalam pengembangan 

sistem administrasi negara yang berhasil. 

Dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan administrasi negara, tidak 

dapat diabaikan aspek konseptual mengenai 

makna dan hakekat administrasi negara 

sebagai disiplin dan sistem yang 

dipraktikkan di berbagai negara dengan 
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sudut pandang yang beragam. Munculnya 

pertanyaan yang sering timbul adalah 

apakah administrasi negara merupakan 

seni, ilmu, atau kombinasi keduanya. 

Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, administrasi negara memiliki 

sifat universal dan ada seiring dengan 

lahirnya peradaban manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa administrasi negara 

memiliki unsur seni. Secara historis, 

perkembangan administrasi dan 

manajemen sebagai "seni" didasarkan pada 

pengetahuan manusia modern tentang 

kejadian-kejadian di masa lalu dalam 

kebudayaan tertentu. Dalam konteks ini, 

administrasi negara dapat dipandang 

sebagai keterampilan dan praktik yang 

melibatkan kebijaksanaan, penilaian, dan 

kemampuan beradaptasi dalam 

menyelenggarakan kebijakan publik. 

Namun, administrasi negara juga 

dapat dilihat sebagai ilmu. Ilmu 

administrasi negara melibatkan penelitian, 

metode analitis, dan pemahaman tentang 

prinsip-prinsip dan konsep yang terkait 

dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

Pendekatan ilmiah digunakan untuk 

mempelajari sistem administrasi negara, 

menganalisis data, dan mengembangkan 

teori dan kerangka kerja yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan negara. 

Perpaduan antara seni dan ilmu dalam 

administrasi negara adalah penting. 

Administrasi negara tidak dapat hanya 

mengandalkan aspek seni tanpa dasar 

ilmiah yang kuat. Begitu pula sebaliknya, 

pendekatan ilmiah dalam administrasi 

negara harus diimbangi dengan 

pemahaman tentang dinamika manusia, 

kebijaksanaan, dan konteks sosial yang 

lebih luas. 

Dalam konteks yang lebih luas, 

administrasi negara juga dapat dipahami 

sebagai praktik dan disiplin yang 

melibatkan proses sosial, politik, dan 

ekonomi. Hal ini melibatkan pemahaman 

tentang kebijakan publik, pengambilan 

keputusan, manajemen sumber daya, dan 

interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat. Administrasi negara sebagai 

disiplin mencakup berbagai teori, model, 

dan pendekatan yang digunakan untuk 

memahami dan memperbaiki 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Administrasi negara dapat dilihat 

sebagai bagian dari ilmu sosial terapan 

(applied social science). Menurut Robert 

Presthus, administrasi negara dianggap 

sebagai ilmu dan seni ketika merancang dan 

melaksanakan kebijakan publik. Pendapat 

ini juga didukung oleh Dimock, yang 

menyatakan bahwa studi administrasi 

negara membahas setiap aspek kegiatan 

pemerintah yang bertujuan untuk 

menerapkan hukum dan memberikan 

pengaruh pada kebijakan publik. Sementara 

menurut Waldo, administrasi negara 

dianggap sebagai organisasi dan 

manajemen manusia dan benda untuk 

mencapai tujuan pemerintah. Administrasi 

negara juga dianggap sebagai seni dan ilmu 

manajemen yang digunakan untuk 

mengatur urusan-urusan negara. 

Kelahiran ilmu administrasi negara 

tidak lepas dari kebutuhan hidup manusia 

yang terus berkembang seiring dengan 

perkembangan peradaban. Seiring 

berjalannya waktu, masyarakat terus 

mengalami perkembangan yang 

menyebabkan munculnya berbagai 

persoalan yang membutuhkan pemecahan 

yang komprehensif. Untuk menghadapi 

situasi seperti itu, tidak ada satu ilmu atau 

disiplin ilmu yang dapat mengklaim 

mampu memecahkan semua persoalan 

yang ada di masyarakat tanpa melibatkan 

bantuan dari disiplin ilmu lainnya. 

Dengan demikian, administrasi 

negara menjadi penting karena melibatkan 

aspek ilmu dan seni. Ia memanfaatkan 

pengetahuan dan metodologi ilmiah untuk 

memahami dan mengelola masalah-

masalah sosial, politik, dan ekonomi yang 

terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan. Di sisi lain, administrasi 

negara juga membutuhkan kebijaksanaan, 

keterampilan manajemen, dan pemahaman 

tentang dinamika manusia dalam konteks 

penyelenggaraan negara. 
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Penting untuk diingat bahwa 

administrasi negara tidak berdiri sendiri, 

tetapi bergantung pada kolaborasi dengan 

disiplin ilmu lainnya untuk menghadapi 

beragam persoalan yang kompleks. Dalam 

menghadapi tantangan dan perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat, administrasi 

negara terus berkembang dan beradaptasi 

agar dapat memberikan solusi yang tepat 

dan efektif dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kehidupan bersama 

dalam suatu negara. 

 

METODE 

 

Penelitian ini didasarkan pada 

metode pengembangan literatur yang 

melibatkan pencarian, evaluasi, analisis, 

dan sintesis literatur yang relevan. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang topik yang diteliti, 

memperoleh kerangka teoritis yang 

relevan, dan menghasilkan argumen-

argumen yang solid dalam pembahasan 

jurnal ini. 

Proses pencarian literatur dilakukan 

secara menyeluruh dengan menggunakan 

basis data akademik dan sumber-sumber 

terpercaya lainnya. Tujuan dari pencarian 

literatur adalah untuk mengidentifikasi 

literatur yang berkaitan dengan 

desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Dalam proses ini, berbagai kata kunci yang 

terkait dengan topik penelitian digunakan 

untuk memperoleh literatur yang paling 

relevan. Basis data akademik seperti 

PubMed, Google Scholar, JSTOR, dan 

ProQuest menjadi sumber utama dalam 

pencarian literatur ini. 

Setelah literatur yang relevan 

ditemukan, peneliti melakukan evaluasi 

terhadap setiap literatur untuk menentukan 

relevansinya dengan topik penelitian. 

Literatur yang dipilih adalah yang memiliki 

hubungan langsung dengan desentralisasi, 

pemerintahan lokal, dan topik terkait 

lainnya. Selain itu, peneliti juga 

memperhatikan tahun publikasi literatur, 

dengan memberikan prioritas pada literatur 

terbaru untuk mencerminkan 

perkembangan terkini dalam bidang ini. 

Proses evaluasi kemudian diikuti oleh 

analisis literatur yang terpilih. Peneliti 

membaca dan menyusun informasi yang 

relevan dari setiap literatur yang 

ditemukan, termasuk temuan-temuan, 

konsep-konsep, dan argumen-argumen 

yang ada. Dalam analisis ini, peneliti 

mencari pola-pola umum, perspektif yang 

berbeda, dan kesimpulan-kesimpulan 

penting yang muncul dari literatur yang 

telah dipilih. Proses ini memungkinkan 

peneliti untuk memperoleh pemahaman 

yang komprehensif dan berdasar pada 

penelitian sebelumnya. 

Selanjutnya, peneliti melakukan 

sintesis literatur yang telah dianalisis. 

Informasi yang relevan dari berbagai 

sumber literatur diintegrasikan dan disusun 

dengan cara yang logis dan koheren dalam 

bagian pembahasan jurnal ini. Pendekatan 

sintesis ini memungkinkan peneliti untuk 

membangun argumen-argumen yang solid 

dan mendukung dalam pembahasan 

penelitian ini. Dengan mengacu pada 

literatur yang relevan, peneliti memberikan 

landasan yang kuat dan terkait untuk setiap 

argumen yang disajikan. 

Melalui penggunaan metode 

pengembangan literatur, penelitian ini 

berhasil menghasilkan pemahaman yang 

mendalam tentang topik yang diteliti 

berdasarkan literatur yang relevan. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk memberikan kontribusi pada 

pengembangan pengetahuan di bidang 

desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Dengan mengintegrasikan temuan-temuan, 

konsep-konsep, dan argumen-argumen 

yang relevan, penelitian ini memberikan 

pemahaman yang komprehensif tentang 

dampak desentralisasi pada pemerintahan 

lokal, tantangan yang dihadapi, dan 

alternatif pembagian kewenangan. Selain 

itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 

beberapa masalah yang masih perlu diatasi, 

seperti kesenjangan kapasitas, konflik 

kepentingan, dan kesenjangan antara teori 
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dan praktik dalam implementasi 

desentralisasi. 

Dalam kesimpulannya, metode 

pengembangan literatur yang digunakan 

dalam penelitian ini memberikan kerangka 

kerja yang kokoh untuk memahami dan 

menganalisis topik desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. Dengan menggunakan 

literatur yang relevan, penelitian ini 

menyajikan argumen-argumen yang solid 

dan mendukung dalam pembahasan jurnal 

ini. Penelitian ini berpotensi untuk 

memberikan kontribusi penting pada 

pengembangan literatur di bidang 

administrasi negara, dan mendorong 

penelitian selanjutnya untuk mengisi 

kesenjangan yang masih ada dalam 

pemahaman kita tentang desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pendahuluan dalam jurnal ini 

memfokuskan pada pentingnya topik 

desentralisasi dan pemerintahan lokal 

dalam konteks administrasi negara. 

Desentralisasi dan pemerintahan lokal 

menjadi isu yang krusial dalam bidang 

administrasi negara karena keduanya 

memiliki peran yang signifikan dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. 

Desentralisasi merujuk pada proses 

transfer wewenang dan tanggung jawab 

dari pemerintah pusat kepada pemerintahan 

lokal. Ini menciptakan kesempatan bagi 

partisipasi publik yang lebih luas dan 

meningkatkan akuntabilitas dalam 

pengambilan keputusan yang berdampak 

pada masyarakat di tingkat lokal. Melalui 

desentralisasi, pemerintahan lokal dapat 

lebih responsif terhadap kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat setempat. 

Pentingnya desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara terletak pada potensi mereka untuk 

memperkuat pemerintahan yang 

demokratis, efisien, dan responsif di tingkat 

lokal. Dengan memberikan wewenang 

kepada pemerintahan lokal, desentralisasi 

dapat mengurangi birokrasi yang 

berlebihan, mempercepat pengambilan 

keputusan, dan mempromosikan partisipasi 

aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan publik. 

Akuntabilitas juga menjadi aspek 

penting dalam desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. Dengan adanya 

tanggung jawab yang lebih terdelegasi 

kepada pemerintahan lokal, diharapkan 

akan tercipta mekanisme pengawasan yang 

lebih efektif dan transparan. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk secara 

aktif mengawasi dan mengevaluasi kinerja 

pemerintah lokal, sehingga meningkatkan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan 

Dalam konteks penelitian terkait 

desentralisasi dan pemerintahan lokal, 

Fatmawati (2018) telah melakukan studi 

yang relevan. Penelitian tersebut berfokus 

pada analisis desentralisasi asimetris dan 

memberikan alternatif pembagian 

kewenangan di Indonesia. Dalam penelitian 

ini, Fatmawati menyoroti pentingnya 

mempertimbangkan pendekatan asimetris 

dalam konteks desentralisasi dan 

dampaknya terhadap pemerintahan lokal. 

Studi ini memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang kebutuhan 

untuk mengadopsi pendekatan asimetris 

dalam rangka mengoptimalkan 

desentralisasi di Indonesia. Dengan 

mengakui perbedaan-perbedaan regional 

dan lokal, pendekatan asimetris dapat 

memberikan solusi yang lebih sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik setiap 

daerah. Hal ini dapat berdampak positif 

terhadap efektivitas pemerintahan lokal dan 

kepuasan masyarakat. 

Temuan dari penelitian Fatmawati 

memberikan dasar yang kuat dalam 

pengembangan literatur tentang 

desentralisasi dan pemerintahan lokal 

dalam konteks administrasi negara. 

Penelitian ini memberikan wawasan baru 

dan alternatif bagi para peneliti dan praktisi 

administrasi negara untuk memahami dan 

mengembangkan sistem desentralisasi yang 

lebih adaptif dan responsif terhadap 
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kebutuhan masyarakat setempat. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto (2019) juga memiliki relevansi 

yang signifikan dengan konteks 

pendahuluan ini. Dalam penelitiannya, 

Susanto menekankan pentingnya 

mempertimbangkan desentralisasi 

asimetris dalam konteks negara kesatuan. 

Penelitian tersebut mengadopsi pendekatan 

analisis untuk menganalisis dampak dari 

desentralisasi asimetris terhadap 

pembagian kewenangan di tingkat lokal. 

Penelitian ini memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang 

tantangan dan peluang yang terkait dengan 

penerapan desentralisasi asimetris dalam 

administrasi negara. Dengan 

mempertimbangkan perbedaan dan 

karakteristik daerah dalam konteks negara 

kesatuan, pendekatan desentralisasi 

asimetris dapat memberikan solusi yang 

lebih sesuai dengan kebutuhan masing-

masing wilayah. Penelitian ini juga 

memberikan wawasan yang berharga dalam 

memperluas pemahaman kita tentang 

desentralisasi asimetris dalam administrasi 

negara. 

Temuan dari penelitian Susanto dapat 

memberikan kontribusi penting dalam 

pengembangan literatur tentang 

desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Melalui analisis yang mendalam, penelitian 

ini dapat memberikan perspektif baru dan 

pemikiran kritis terhadap implementasi 

desentralisasi asimetris dalam konteks 

negara kesatuan. Hal ini akan memperkaya 

diskusi dan pemahaman kita tentang upaya 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bida 

(2021) tentang kebijakan desentralisasi dan 

disparitas pendidikan lokal di Provinsi 

Sulawesi Tenggara memberikan kontribusi 

penting dalam konteks pendahuluan ini. 

Dalam penelitiannya, Bida menganalisis 

hubungan antara kebijakan desentralisasi 

dan kesenjangan pendidikan di tingkat 

lokal. 

Studi ini menyelidiki bagaimana 

implementasi kebijakan desentralisasi 

berdampak pada sektor pendidikan di 

tingkat lokal, khususnya di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini 

memberikan wawasan yang relevan tentang 

tantangan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan desentralisasi dan 

dampaknya terhadap kesenjangan 

pendidikan. Temuan dari penelitian ini 

dapat memberikan pemahaman yang lebih 

baik tentang dinamika antara desentralisasi 

dan pendidikan di tingkat lokal. 

Penelitian Bida menjadi acuan 

penting dalam memahami konteks 

desentralisasi dan pemerintahan lokal 

dalam administrasi negara, khususnya 

dalam konteks pendidikan. Dengan 

menggabungkan temuan dari penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

jurnal ini dapat melengkapi pemahaman 

kita tentang kompleksitas dan tantangan 

yang terkait dengan desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara 

Jurnal ini memiliki tujuan yang jelas 

untuk mengembangkan literatur dalam 

bidang administrasi negara, terutama dalam 

konteks desentralisasi dan pemerintahan 

lokal. Dengan mengacu pada penelitian-

penelitian yang relevan, penulis jurnal ini 

berharap dapat memberikan kontribusi 

yang berarti dalam memperluas 

pemahaman kita tentang konsep 

desentralisasi dan pemerintahan lokal, serta 

tantangan yang terkait dalam administrasi 

negara. 

Melalui penelitian ini, diharapkan 

bahwa jurnal ini dapat menyajikan 

pemahaman yang lebih dalam tentang 

aspek-aspek kunci dalam desentralisasi dan 

pemerintahan lokal, termasuk transfer 

wewenang, partisipasi publik, 

akuntabilitas, dan pengelolaan 

pemerintahan di tingkat lokal. Dengan 

menganalisis penelitian-penelitian 

sebelumnya dan mensintesis temuan-

temuan yang relevan, jurnal ini bertujuan 

untuk menyediakan landasan teoritis yang 

kuat dan wawasan yang berharga bagi para 

akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan 
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di bidang administrasi negara. 

Selain itu, jurnal ini juga 

berkomitmen untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis tantangan yang terkait dengan 

desentralisasi dan pemerintahan lokal 

dalam administrasi negara. Dengan 

memahami hambatan-hambatan ini, 

diharapkan dapat dirumuskan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

di tingkat lokal dan mengatasi disparitas 

yang mungkin timbul. Jurnal ini juga dapat 

menjadi sumber acuan yang berharga bagi 

para praktisi dan pembuat kebijakan dalam 

merancang kebijakan yang tepat dan 

berkelanjutan di bidang desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. 

Secara keseluruhan, jurnal ini 

bertujuan untuk memberikan kontribusi 

yang berarti dalam pengembangan literatur 

administrasi negara dengan fokus pada 

desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Dengan demikian, diharapkan jurnal ini 

dapat mendorong diskusi yang lebih luas, 

kolaborasi antarpeneliti, dan inovasi dalam 

bidang ini, serta membantu meningkatkan 

pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. 

Tinjauan pustaka dalam jurnal ini 

merupakan langkah penting dalam 

membangun dasar teoritis yang kuat untuk 

penelitian. Dalam tinjauan pustaka, penulis 

menjelaskan beberapa konsep utama yang 

muncul dalam literatur terkait desentralisasi 

dan pemerintahan lokal. Konsep-konsep 

tersebut meliputi transfer wewenang, 

partisipasi publik, akuntabilitas, keadilan 

sosial, dan efektivitas pemerintahan lokal. 

Penulis melakukan evaluasi terhadap 

berbagai teori dan model yang digunakan 

dalam literatur untuk menjelaskan 

fenomena desentralisasi dan pemerintahan 

lokal. Dalam proses ini, penulis 

mempertimbangkan beragam perspektif 

dan pendekatan yang telah dikembangkan 

oleh para ahli dan peneliti sebelumnya. Hal 

ini bertujuan untuk menyajikan 

pemahaman yang komprehensif dan 

mendalam tentang aspek-aspek kunci 

dalam desentralisasi dan pemerintahan 

lokal. 

Selain itu, penulis juga menyoroti 

beberapa temuan penting dari penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan konteks 

desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Penelitian yang dikutip, seperti penelitian 

oleh Fatmawati (2018), Susanto (2019), 

dan Bida (2021), memberikan kontribusi 

penting dalam memahami isu-isu terkait 

dalam administrasi negara. Temuan-

temuan ini menjadi landasan penting untuk 

memperkaya literatur dan melengkapi 

pemahaman kita tentang desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. 

Dengan melakukan tinjauan pustaka 

yang komprehensif dan mengaitkannya 

dengan penelitian sebelumnya, jurnal ini 

memiliki dasar yang solid untuk menyusun 

argumen-argumen dan kesimpulan yang 

diperoleh dalam penelitian mereka. 

Tinjauan pustaka ini juga membantu 

menunjukkan relevansi penelitian ini 

dengan literatur yang ada serta memberikan 

kerangka teoritis yang kokoh untuk 

menjelaskan fenomena desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto (2019) mengenai desentralisasi 

asimetris memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang tantangan dan peluang 

yang terkait dengan pendekatan ini dalam 

konteks negara kesatuan. Dalam 

penelitiannya, penulis menganalisis 

dampak dari desentralisasi asimetris 

terhadap pembagian kewenangan. Studi ini 

memberikan wawasan yang berharga dalam 

memperluas pemahaman kita tentang 

desentralisasi asimetris dan implikasinya. 

Penelitian Fatmawati (2018) juga 

sangat relevan dalam konteks desentralisasi 

di Indonesia. Penelitiannya mengenai 

desentralisasi asimetris memberikan 

alternatif bagi pembagian kewenangan di 

Indonesia dan menyoroti pentingnya 

mempertimbangkan pendekatan asimetris 

dalam konteks desentralisasi. Studi ini 

memberikan wawasan yang berharga dalam 

memahami tantangan dan peluang yang 

terkait dengan desentralisasi di Indonesia. 
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Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Bida (2021) tentang 

kebijakan desentralisasi dan disparitas 

pendidikan lokal di Provinsi Sulawesi 

Tenggara memberikan perspektif yang 

relevan. Penulis menganalisis hubungan 

antara kebijakan desentralisasi dan 

kesenjangan pendidikan di tingkat lokal 

dengan fokus pada kasus Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Penelitian ini memberikan 

wawasan yang penting tentang tantangan 

implementasi desentralisasi dan 

dampaknya terhadap sektor pendidikan di 

tingkat lokal. 

Ketiga penelitian ini memberikan 

kontribusi penting dalam memperluas 

pemahaman kita tentang desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara. Temuan-temuan mereka membantu 

menggambarkan tantangan, peluang, dan 

dampak yang terkait dengan desentralisasi 

dalam berbagai konteks, baik dalam 

konteks negara kesatuan maupun di tingkat 

provinsi. Dengan menganalisis penelitian-

penelitian ini, jurnal ini dapat menyajikan 

argumen dan kesimpulan yang lebih kuat 

serta memberikan landasan yang lebih 

kokoh dalam pengembangan literatur 

administrasi negara terkait desentralisasi 

dan pemerintahan lokal 

Dengan mempertimbangkan temuan 

dari penelitian-penelitian yang telah 

disebutkan sebelumnya, kita dapat 

mengembangkan pemahaman yang lebih 

komprehensif tentang desentralisasi 

asimetris, alternatif pembagian 

kewenangan di Indonesia, serta tantangan 

dan peluang yang terkait dengan 

implementasi kebijakan desentralisasi dan 

disparitas pendidikan di tingkat lokal. 

Referensi-referensi ini menjadi kontribusi 

penting dalam pengembangan literatur 

mengenai desentralisasi dan pemerintahan 

lokal. 

Analisis yang kami lakukan terhadap 

literatur desentralisasi dan pemerintahan 

lokal mengungkapkan adanya beragam 

teori, konsep, dan temuan yang relevan 

dalam bidang ini. Literatur tersebut 

menyoroti pentingnya partisipasi publik 

dalam proses pengambilan keputusan 

dalam konteks desentralisasi, serta faktor-

faktor yang memengaruhi efektivitas 

pemerintahan lokal. Temuan kami juga 

menunjukkan bahwa desentralisasi 

memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

pemerintahan lokal, partisipasi publik, dan 

akuntabilitas dalam pengambilan 

keputusan. Namun, terdapat beberapa 

tantangan yang perlu diatasi, seperti 

kesenjangan kapasitas, konflik 

kepentingan, dan kesenjangan antara teori 

dan praktik dalam implementasi 

desentralisasi. 

Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Fatmawati (2018), Susanto 

(2019), dan Bida (2021) telah memberikan 

wawasan yang berharga dalam memahami 

desentralisasi asimetris, dampaknya 

terhadap pembagian kewenangan, dan 

disparitas pendidikan lokal di tingkat 

provinsi. 

Dalam penelitian Fatmawati (2018), 

penulis menganalisis desentralisasi 

asimetris dan memberikan alternatif bagi 

pembagian kewenangan di Indonesia. Studi 

ini memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang pentingnya 

mempertimbangkan pendekatan asimetris 

dalam konteks desentralisasi dan 

dampaknya terhadap pemerintahan lokal. 

Temuan dari penelitian ini memberikan 

dasar yang kuat dalam pengembangan 

literatur mengenai desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto (2019) juga memberikan 

kontribusi penting dengan menyoroti 

pentingnya mempertimbangkan 

desentralisasi asimetris dalam konteks 

negara kesatuan. Peneliti menganalisis 

dampak dari pendekatan ini terhadap 

pembagian kewenangan dan memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang 

tantangan dan peluang yang terkait. 

Temuan dari penelitian ini dapat 

memberikan wawasan yang berharga dalam 

memperluas pemahaman kita tentang 

desentralisasi asimetris dalam administrasi 
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negara. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Bida (2021) tentang kebijakan 

desentralisasi dan disparitas pendidikan 

lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara juga 

memberikan kontribusi penting. Penelitian 

ini menganalisis hubungan antara kebijakan 

desentralisasi dan kesenjangan pendidikan 

di tingkat lokal, dengan fokus pada kasus 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Studi ini 

memberikan wawasan yang relevan tentang 

tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi desentralisasi dan 

dampaknya terhadap sektor pendidikan di 

tingkat lokal. 

Berdasarkan hasil analisis kami 

terhadap literatur, kami dapat 

menyimpulkan bahwa desentralisasi 

memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

pemerintahan lokal, partisipasi publik, dan 

akuntabilitas. Namun, masih ada beberapa 

tantangan yang perlu diatasi, seperti 

kesenjangan kapasitas, konflik 

kepentingan, dan kesenjangan antara teori 

dan praktik. Temuan-temuan dari literatur 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fatmawati (2018), Susanto (2019), dan 

Bida (2021) juga memberikan wawasan 

yang berharga dalam memahami 

desentralisasi asimetris, dampaknya 

terhadap pembagian kewenangan, dan 

disparitas pendidikan lokal di tingkat 

provinsi. 

Melalui jurnal ini, kita berharap dapat 

memberikan kontribusi yang berarti dalam 

pengembangan literatur dalam bidang 

administrasi negara, khususnya dalam 

konteks desentralisasi dan pemerintahan 

lokal. Dengan mempertimbangkan temuan-

temuan yang telah disebutkan, kita dapat 

memperluas pemahaman kita tentang 

konsep desentralisasi asimetris, alternatif 

pembagian kewenangan di Indonesia, serta 

tantangan dan peluang yang terkait dalam 

administrasi negara. Melalui penelitian ini, 

kita berharap dapat menyajikan argumen 

dan kesimpulan yang lebih kuat serta 

memberikan landasan yang lebih kokoh 

dalam pengembangan literatur administrasi 

negara terkait desentralisasi dan 

pemerintahan local.  

 

SIMPULAN  
 

Jurnal ini bertujuan untuk 

mengembangkan literatur dalam bidang 

administrasi negara, dengan fokus khusus 

pada desentralisasi dan pemerintahan lokal. 

Melalui penelitian yang dilakukan, penulis 

menjelaskan dan menganalisis 

perkembangan teoritis, konsep-konsep, dan 

temuan-temuan penting yang muncul 

dalam literatur tentang desentralisasi dan 

pemerintahan lokal. Melalui tinjauan 

pustaka yang komprehensif, jurnal ini 

berhasil mengidentifikasi beberapa konsep 

utama yang muncul dalam literatur 

tersebut, seperti transfer wewenang, 

partisipasi publik, akuntabilitas, keadilan 

sosial, dan efektivitas pemerintahan lokal. 

Pertama-tama, jurnal ini membahas 

pentingnya mempertimbangkan 

desentralisasi asimetris dalam konteks 

negara kesatuan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Susanto (2019) menjadi kontribusi 

penting dalam hal ini. Dalam penelitiannya, 

Susanto menganalisis dampak dari 

pendekatan desentralisasi asimetris 

terhadap pembagian kewenangan dan 

memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang tantangan dan peluang 

yang terkait. Melalui penelitiannya, ia 

memberikan wawasan berharga tentang 

desentralisasi asimetris dan pentingnya 

mempertimbangkan pendekatan ini dalam 

administrasi negara. 

Selanjutnya, jurnal ini juga mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh 

Fatmawati (2018), yang menganalisis 

desentralisasi asimetris dan memberikan 

alternatif bagi pembagian kewenangan di 

Indonesia. Studi ini memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang 

pentingnya mempertimbangkan 

pendekatan asimetris dalam konteks 

desentralisasi dan dampaknya terhadap 

pemerintahan lokal. Temuan dari penelitian 

ini menjadi dasar yang kuat dalam 

pengembangan literatur mengenai 

desentralisasi dan pemerintahan lokal 
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dalam administrasi negara. 

Selain itu, jurnal ini juga menyoroti 

penelitian yang dilakukan oleh Bida (2021) 

tentang kebijakan desentralisasi dan 

disparitas pendidikan lokal di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini 

menganalisis hubungan antara kebijakan 

desentralisasi dan kesenjangan pendidikan 

di tingkat lokal, dengan fokus pada kasus 

Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini 

memberikan wawasan yang relevan tentang 

tantangan yang dihadapi dalam 

implementasi desentralisasi dan 

dampaknya terhadap sektor pendidikan di 

tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian 

ini menjadi acuan penting dalam 

memahami konteks desentralisasi dan 

pemerintahan lokal dalam administrasi 

negara. 

Melalui tinjauan pustaka yang 

mendalam, jurnal ini dapat menyimpulkan 

bahwa desentralisasi memiliki potensi 

besar untuk meningkatkan pemerintahan 

lokal, partisipasi publik, dan akuntabilitas. 

Namun, masih ada beberapa tantangan 

yang perlu diatasi, seperti kesenjangan 

kapasitas, konflik kepentingan, dan 

kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya dapat 

mengisi kesenjangan penelitian yang masih 

ada dan memperluas pemahaman kita 

tentang desentralisasi dan pemerintahan 

lokal dalam administrasi negara. 

Dalam kesimpulannya, jurnal ini 

berhasil memberikan kontribusi yang 

berarti dalam pengembangan literatur 

administrasi negara terkait desentralisasi 

dan pemerintahan lokal. Dengan 

mempertimbangkan temuan-temuan yang 

telah disebutkan, jurnal ini berhasil 

memperluas pemahaman kita tentang 

konsep desentralisasi asimetris, alternatif 

pembagian kewenangan di Indonesia, serta 

tantangan dan peluang yang terkait dalam 

administrasi negara. Melalui penelitian ini, 

penulis berharap dapat memberikan 

argumen dan kesimpulan yang lebih kuat 

serta memberikan landasan yang lebih 

kokoh dalam pengembangan literatur 

administrasi negara terkait desentralisasi 

dan pemerintahan local.  
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